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Dalam helmi pemohon bermaksud mengajL!kan perbaikan permohonan pemohon daiam

pengujian (Judical Riview) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 yang semula pasa! 43
ayat (2), setelah diperbaiki diganti dengan Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas of Propinsi Sumatera Utara,

(untuk seianjutnya disebut sebagai UU Nomor 38/2007) pasat I angka 2 betounyi" Daerah
of onom, selanj'utnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang meinpunyai

batas-batas wilayah yang bemyenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentihgan masyarakat setompat menurut prekarsa sendi/I berdasarkan asp^rasi

masyarakat daiam SIStem Negara Kesatuan Repubffk Indonesia ". Penjelasan pasai, angka
2 yang dimaksud dengan Daerah otonom adalah. ' "kesatuan masyarakat hukum yang

belvvenang mengatur dan mengunJs urusan pemerintahan dan kepentihgan masyarakat

setompat menunit prekarsa sendirt beadasar#('an aspirasi masyarakat daiam SIStem Negara
Kesatuan Repubffk Indonesia I ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

*,
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I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl-Rl

a, Bahwa Pasa1 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

t945 (UUD 1945), Pasa1 10 ayat(,) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 201, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003

tentang Mahkamah Konstitusi(UU MK), dan Pasa1 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai

berikut :

Pasa! 24C ayat(I) UUD t945 :

"Mahkamah Konst^msi bemyenang mengadili pada tihgkat pertaina dan terakhir yang

putusannya bersifat fthaluntuk menguji Undang-Undang techadap Undang-Undang
Dasar.

Pasa! to ayat(t) huruf a UU MK :

"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tihgkat pertaina dan terakhir yang

putusannya belsii^It final untuk :

a, Menguji Undang-Undang ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pasa1 29 ayet(I) huruf a UU 48/2009 :

"Mahkamah Konstitusibervvenang mengadilipada tihgkat pertaina dan terakhiryang

putusannya belsif;atfiha/ untuk :

a, Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

,
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b. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang

Lawas di Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah bemyenang mengadili permohonan a quo.
..

I ! . KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

I. Bahwa Sesuai dengan pasa1 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

besena penjelasannya, yang dapat mengajukan Permohonan PengujianUndang-

Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap Hak dan/atau

Kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan o1eh Uuo 1945 dirugikan o1eh

berlakunya suatuUndang-Undang, yaitu :

a, Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk 1<e/Qinpok oreng yang meinpunyai

kepentihgan sama)

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prtnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dialur dalam Undang-Undang

c. Badan Hukum Publik atau Prtvat, atau

d. Lembaga Negara

2. Bahwa seiak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU~1/1/2005 tangga1 31 MeI

2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/1PUU-V/2007 tangga1 20 September

2007, serta putusan-utusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian Hek

dan/atau Kewenangan Konstitusiona! sebagaimana dimaksud daiam pasa1 51 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201f tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi

lime syarat, yaitu :

a. Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan o1eh
UUD 1945

b. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut o1eh pemohon dianggap

dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya

c. Kerugian Konstitusionaltersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktua! atau

setidak-tidaknya patensial yang menurut penaleran yang wajar dapat dipastikan

akan tenadi.

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan

berlakunya Undang~Undang yang dimohonkan pengujiannya

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabL!Ikannya permohonan inaka kerugian

konstitusional seperti yang did alilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi.
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3. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah perorangan Warga Negara Indonesia

(ternasuk sebagai oreng as/I Daerah Padang Lawas) sebagaimana dimaksud daiam

pasa1 51 ayat (1) huruf a (UU MK) yang telah dirugikan hak dan kewenangan

konstitLisionalnya dengan beFlakunya ketentuan pasal I angka 2 UU Nomor 38/2007
akibattidak direrapkannya ketentuan dalam pasaltersebut, yaitu :

a. Bahwa pemohon meiniliki hak dan kewenangan untuk turut serta berpartisipasi

daiam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan seFta mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
b. Bahwa hak dan kewenangan Konstitusional pemohon untuk turut seita berpartisipasi

dalem perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah daiam

penyelenggaraan pemerintahan serta mengurus urusan masyarakat setempat

menjaditerhalang, dikarenakan tidak diterapkannya ketentuan pasai I angka 2 UU
Nomor 38/2007,

c. Kerugian konstitusional tersebut atas ketidak ikutsertaan untuk perencanaan,

pengawasan, dan pembangunan dejam penye!enggaraan pemerintahan Daerah

Kabupaten Padang Lawas me181ui keanggotaan DRRD Kabupaten Padang Lawas.

d. Kerugian Konstitusional tersebut atas ketidak ikutsertaan daiam perencanaan,

pengawasan, dan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas meIaiui

keanggotaan DPRD. Perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah yang

di!akukan o1eh partai politik mengakibatkan Pelayanan, Pengawasan, dan

penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas tidak merata

(techambat) terutama pembangunan Kantor Bupati, DPRD, SKPD, dan
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Pembangunan Ruinah Adat of Kabupaten Padang Lawas

e. Behwa Pemohon memohon untok memaiukandiri sebagai an990ta datam

perencanaan, pengawasan, dan pembangunan dalem penyelenggaraan

pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas meIaiui keanggota DPRD

Kabupaten Padang Lawas Periode Tahun 2019-2024, berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

.

Dengan demikian, pemohon meiniliki kedudukan hut<urn (Legal Standihg) untok

memaiukan dirtnya detain meinperluangkan haknya untuk meinbangun masyarakat

meIalui keanggota DRRD Kabupaten Padang Lawas, sehingga tujuan utama

pemberian Daerah Otonom kepada Kabupaten Padang Lawas yang menempatkan

oreng asli Padang Lawas sebagai subjek atama dalam semua bidang perencanaan,

pengawasan, dan Pembangunan daiam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
.

Kabupaten Padang Lawas

Pemohon adalah kernrunan dari Siraja Panggabean yang berasal dari Parisur

Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang tergolong

.....,.. BUkti p, 8

. .. .......... Bukti P-2
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minoritas Suku Batak Toba ..................

Pemohon adalah keturunan dari Siraja Panggabean yang berasal dari Parisur

Napitu Kabupaten Tapanuli Utara yang termasuk sebagai Pahompu (Cucu) dari

Guru Mangaloksa Siraja Hasibuan yang merupakan keturunan Raja menurut

peradaban Suku Batak Toba dan Mandai!ing/Angkola menurut Asal-USUI

Tarombo (Sil-Sila Keturunan). Menurut seiarah Suku Bangsa Batak Toba

berpindah beTiempat dan menyebar kedaerah Tapanuli sebelum Indonesia

metdeka menurut prosejarah peradaban urnmat inariusia, dan pada Tahun 4956

daerah Tapanuliterbagi menjaditiga bagian yaitu : Tapanuli Utara, Tapanuli

Tengah, dan Tapanuli Seiatan. . .....,. Bukti P-4, P-4. a dan P-4. b
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Kabupaten Tapanu!i Seiatan adalah tergoiong sebagai minoritas suku Balek

Angkoia/Mandailing, alas adaptasi percampuran suku batak toba dengan suku

Batak Mandailing (Angkola) yang menetap of Kabupaten Tapanuli Selatan

menurut seiarah kehidupan inariusia. Kernudian Kabupaten Tapanuli Seiatan

dimekarkan menjadi 2 (due) yaitu Kabupaten Tap-Sellnduk dan Kabupaten

Mandailing Natal, setelah itu Kabupaten Tap-Se! mekar kernba!i pada tahun 2004

yaitu Kabupaten Tap-Sellnduk dan Reinl<o Padangsidimpuan, kernudian

Kabupaten Tap-Sei dimekarkan lagi pada Tahun 2007 yaitu : Kabupaten Tapanuli

Selatan induk toukota Sipirok, Kabupaten Padang Lawas Utara Ibukota Gunung

Tua dan Kabupaten Padang Lawas Ibukota SIbuhuan, yang tergolong minoritas

Keiompok Suku Batak Angkola/Mandailing. Dengan demikian, Sesuai dengan

uralan tersebut diatas, penduduk asli Kabupaten Padang Lawas adalah Suku

Adat Batak Angkola/Mandailing.

..................... BUKti P-3

Pemohon adalah seniman dan Kettia Parsadasan Naposo-Nauli SLilung

(Persatuan Pemuda-Pemudj) masyarakat Desa Tenjung Botung Kecamatan

Barumun Kabupaten Padang Lawas, pada Tahun 2010, dan terpilih kernbali pada

Tahun 2014-20f5 sampai saat jin belum ada yang dipilih kernbali untok

menggantikan Ketua Parsedaan Naposo Nauli Bulung Desa Tanjung Botung

.

Pemohon adalah An 990ta Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GM-Rl) se-

Kabupaten Padang Lawas yang beFPUsat dikota Medan-Ibu Kota Propinsi

Sumatera Utara

Dengan merujuk pada Pasa1 27 ayat (3), pasa! 28C ayat (2), dan pasa1 28H ayat (2)

UUD 1945, dapat dikatakan bahwa pemohon meini!iki kedudukan hukum (Legal

Standihg) untuk meinperluangkan haknya seiakLi orang asli Daerah Padang Lawas

.......................,.............. ...........,......... Bukti P-7

Bukti P-5



untok ikutserta sebagai penye!enggara pemerintahan dalam perencanaan, pengawasan,

dan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas mejami Keanggota DPRD
Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai
denga!, keterangan tersebut dialas, sebagai warga masyarakat Desa Tanjung Botung
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berkelakuan baik sudah
sewajarnyalah untuk memaiukan dirinya daiam meinpenuangkan haknya untok turut
serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pembangunan Deerah
Kabupaten Padang Lawas ............
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Bahwa Sesuai dengan uraian tersebut dialas, menurut pemohon terdapat kerugian hak
konstitusionai pemohon apabi!a tidak diterapkannya ketentuan daiam pasal fangka 2
UU Nomor 38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi
Sumatera Utara. Pemohon bermaksud untuk memaiukan dirinya dalam

meinperluangkan haknya untuk ikut sena daiam penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Kabupaten Padang Lawas meIaiui keanggota DPRD, sehingga tercapainya
keseimbangan antara partai politik dengan masyarakat setempat (orang asli) Padang
Lawas. Dengan demikian, bahwa pemohon meminki kedudukan Hukum (/egalstanding)

Lawas yangLintuk meinpertuangkan aspiresi masyarakat Daerah Padang
Daerah secara mereta demimenginginkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan

meinpercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat meIaiui keanggota DPRD
Kabupaten Padang Lawas beadasarkan Peraturan Perundang-undangan

4. Bahwa pemohon memillkilIak 1<0nstitusional yang diatur dan chiamin o1eh UUD 1945
yaitu : (i) Hak untuk turut berpartisipasi dalem meinbela negara sebagaimana
torcantum daiam pasa1 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:" Set^^p warga negara

belhak dan wayb Ikut selfa dalem upaya pembelaan negara ': (ii) Hak untuk me maiukan
diri daiam me in pertuangkan haknya secara kalektif sebagimana tercantum dalem pasal
28C ayat(2) UUD 1945 yang berbunyi:" Setiap oreng hemak untuk memainkan dinnya
dalem meinpetiuangkan haknya secara koiekof untuk meinbangun masyarakat, bangsa
dan negaranya

.............,. Bukti P-7 dan P-20

5. Bahwa hak pemohon untuk memaiukan dirinya dalem mein perluangkan haknya secara
koiektif tersebut dikuatkan lagi daiam ketentuan pasa1 28H ayat (2) UUD 4945 yang

berbunyi:" Set^^p orang belhal< mendapat Itemudahan dan perlakuan khusus untuk
danmeinperoleh kesempatan dan inarifaat yang sama guna mencapai persamaan

kead!Ian ': dan chiamin pasa1 281 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: " Perilndungan,
pema/'uan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi inariusia adalah tanggung I'awab
negara, terutama pemerintah 'I

,

,,
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6. Bahwa seiaras dengan hek konstitusional pemohon yang tersebut diatas, terdapat pula

pengaturannya, daiam pasa115 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 165, TambahanLembaran

Republik Indonesia Nomor 3886 seianjutnya disebut UU HAM) yang berbunyi:"Set^^p

orang herhek untok meinpeu'uang/<an hak pengembangan dinnya, bent secara PIibad^'

inaupun koiekt^I untok meinbangein masyarakat, bangsa, dan negaranya'; dan Pasa1 8

UU HAM yang berbunyi:"Perl^^dungan, pema/'uan, penegakan dan pemenuhan hak

asasi manusia tofutama menjadi^an99ungj'awab pemerintah".........,

7. Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 38/2007 menegaskan, Perilelasannya datam

pasa! t angka 2 tersebut menyatakan "cukup I'elas" mengenai apa yang dimaksud
dengan Daerah otonom. Perilelasan Undang-Undang Nomor 38/2007 pada bagian I.

urnum paregraf 7 betbunyi:"Datam me/aksanakan of onomi deerah, 16bupaten padang

lawas perlu me/akukan belbagai upaya perilngkatan kernampuan ekonomi, penyiapan

sarana dan prosarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya

inariusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan". Ketentuan pasaii angka 2 dan penjelasan urnum tersebLit diatas, meinuat

norma hukum yang cukup je!as dan perlu ditafsirkan keje!asannya.

Sesuai dengan ketentuan pasa! I angka 2 dan penjelasan bagian I. urnum paragrap 7

UU Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, pemohon mein11iki hak untuk turut serta

berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, mejami

keanggota DPRD tvide Pasall angka 2 UU Nomor 38/2007j.
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8. Bahwa dengan beFlakunya "frasa" yang termuat daiam pasal I angka 2 UU Nomor

38/2007 tersebut, hak konstitusional pemohon untuk turut serta daiam perencanaan,

pengawasan, dan pembangunan daiam penyeienggaraan pemerintahan Daerah

Kabupaten Padang Lawas meIalui keanggota DPRD telah dirugikan karena tidak Ikut

sena dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk periode masa

jabatan 2009-2014, 2014-2019, dan periode Tahun 2019-2024.

Dengan demikian, pemohon meiniliki kepentingan terhadap pengujian UU Nomor

38/2007 tentang pembentul<an Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara

menjadi Undang-Undang, torutama pengujian pasall angka 2.

Bukti P"10



1/1, ALASAN PEMOHON (POSITA)

9. Bahwa pada tangga1 10 Agustus Tahun 2007 telah of Undangkan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas of Propinsi
Sumatera Utara, Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754, seianjutnya disebut UU

Bukti P~9Nomor 38/2007. ....................................

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, adalah merupakan peraturan awal dan
awalmulanya torbentuknya Kabupaten Padang Lawas, bisa juga ditafsirkan sebagai
pengejawantahan dan Pasa118B ayat(2) UUD 1945. Menurut Pasa1 18B ayat (2) UUD
1945, dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan,
masyarakat hukum adat beserta hak-hek tradi^310nal sepan/'ang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prtnsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang di^tur dalem Undang~Undang", sebagai peru/ujudan dart ketentuan
tersebut techadap 1<esatuan masyarakat hukum adat dan Keiompok-Keiompoknya
besena masyarakat setempat(orang asli) daerah, khususnya daerah-daerah of Negara
Kesatuan Repub!ik Indonesia pada urnumnya untuk menjaga hak-hak tradisional,
Budaya, dan Adat-1stadat daerah masing-masing, pada dasamya untuk menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
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11. Bahwa partisipasi masyarakat setempat(orang asli) Daerah Padang Lawas dikemukakan
datam penjelasan bagian I. Urnum paregraf 7 UU Nomor 38/2007, pada hakikatnya
bermakna keinginan masyarakat asli Daerah Padang Lawas untuk ikut sena daiam
kehidupan polltik yang berpotensi meinpengaruhi proses perencanaan, pelayanan,
pengawasan, dan pembangunan datam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten Padang Lawas of antaranya me!alui keanggotaan DPRD berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa keanggotaan DPRD dimaksudkan untok memberikan peran memadai bagi oreng~

orang as!i daerah padang lawas untuK ikut serta meruinuskan kebijakan daerah dalam
perencanaan, pengawasan, dan menentukan strategi pembangunan serta melestarikan
Tradisi, Budaya, dan Adat-istiadat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

12. Bahwa penghormatan hak-hak tradisional masyarakat setempat tersebut termuat

diantaranya daiam Pasalt angka 2 UU Nomor 38/2007. Pasalt angka 2 menyatakan:
" Daerah otonom, se/an/'atnya di^ebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

meinpunyai batas-betas wilayah yang bemyenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setompat menurut prekarsa sendiri
beadasarkan aspirasi masyarakat da/am SIStem Negara Kesatuan Nepubfik Indonesia

,Sesuai dengan ketentuan tersebut, masyarakat setompat(orang asli) Daerah Kabupaten

.

,,



Padang Lawas mendapat peluang daiam merancang, mengawasi, dan meinbangun
daiam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, meiaiui
keanggotaan DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan urnum UU Nomor 38/2007 tersebut dengan je!as menetapkan oreng asli
Daerah Padang Lawas harus terlibat datam becoikir dan bertindaK daiam kerangka
kepentingan betsama sesuai aspirasi masyarakat didaerah Kabupaten Padang Lawas
dan pendekatan pembangunan, dan terfokus pada orang asli Padang Lawas diharapkan
dapat tenadi perubahan Kua!itas, oreng as!i Padang Lawas meinpunyai kernampuan,
mengetahui dan menguasai unttik menge!o1a sumber daya alam, SOSial, pornik, ekonomi
dan budaya. Penjelasan Urnum UU Nomor 38/2007 tersebut dengan tegas menunjukkan
kebijakan affirmatif (amrinative action pollby), yang bertujuan untuk memberikan peluang
kepada orang asli Padang Lawas yang sebelumnya tidak diuntungkan secara SOSial
polltis dan historis seiama torbentuknya Kabupaten Padang Lawas, oreng as!I Padang

untuk turut sertaLawas meiniliki kernampuan serta kesempatan yang sama

berpartisipasi datam proses SOSia! politik diberbagai bidang. Hailni seialan dengan
penjelasan bagian I. Urnum paregrap 7 UU Nomor 38/2007 berbunyi sebagai beF1kut:

"daiam meIaksanakan of onomi' daerah, Kabupaten Padang Lawas perlu

meIakukan belbagaiupaya perilngkatkan kernampuan ekonomi, peny!'apan sarana

dan presarana pemerintahan, pemberdayaan, dan perilngkatkan sumber daya
inariusia, selfa pengelolaaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan

perundang~undang. "
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Dengan demikian, tenadi petsamaan antara norma yang dialur daiam penjelasan bagian
I. urnum paregraf 7 dengan norma daiam Pasalt angka 2 UU Nomor 38/2007, sehingga
tenadi ketaatan asas (konsistensi) norma. Sebagaimana semengat pemberian
kewenangan dejam UU Nomor 38/2007 tersebut adalah untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri
Sesuai dengan aspiresi masyarakatlVide Pasali angka 2 UU Nomor 38/20071.

Penjelasan urnum UU Nomor 38 12007 tersebut dengan togas menunjukkan adanya

kebijakan affirmatif (affirmative action pollby), yaitu semacam program yang beriujuan

untuk memberIkan peluang kepada masyarakat setempat (oreng asli Padang Lawas)

yang sebelumnya tidak diuntungkan secara SOSial, politis dan historis selama
torbentuknya Kabupaten Padang Lawas. Oreng asli Padang Lawas me inilil<I kernampuan

serta kesempatan yang sama untuk turut sena berpartisipasi dalam proses SOSial politik

diberbagai bidang, Pengaturan tersebut seialan dengan ketentuan Pasa1 18B ayat (2)
UUD 1945, yang memberi pengakuan dan penghormatan negara etas kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat besena hak~hak tradisiona!nya, Pasa1 28C ayat (2)



*

UUD 1945 mengenai hak untuk memaiukan dirtnya daiam meinperluangkan haknya
secara koiektif untuk meinbangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan Pasa1 28H

ayat (2) UUD 4945, mengenai hak untuk mendapat kernudahan dan perlakuan khusus
untuk me in peroleh kesempatan dan inarifaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.

Hak~hak tersebut diatas juga diekui o1eh hukum Internasional sebagaimana ditegaskan
dejam Pasa1 27 Kovenan internasionai tentang Hak-hak sipil daiam politik(The

Internatibnal Covenant On Civil And Politicial Rights) yang teleh diratifikasi o1eh

Pemerintah Republik Indonesia meIaiui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant on CivilAnd PoliticialRights (Kovenan internasional
Tentang Hak-hak Sipil Daiam Politik) yang menyatakan sebagai be F1kut:

10

Dinegara-negara yang meminkike/Qinpok minoritas Sesuaidengan suku bangsa,

againa atau behasa, oreng-oreng yang tergo/orig dalam kelompok minoritas
tersebuttidak boleh dimgkari' haknya dalem masyarakat belsama~sama an990ta

kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendi}11 untuk

menj'a/ankan dan mengamalkan againanya sendi7i, etau menggunakan bebase
mereka sendi/I.

.

Pasa! 4 ayat (1) Konvensilnternasional Tentang Pengapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial (International Convention On The Errmation Of All Forms Of Racial

Discriminatibn) yang telah diretifikasi o1eh pemerintah Republik Indonesia metalui UU
Nomor 29 Tahun 4999 tentang pengesahan Internetibnal Convent!bn On The Elimatibn

Of All Forms of Racial Discriminatibn (Konvensilnternaisona! tentang pengapusan

segala bentuk diskriminasi rasia! 1965) yang berbunyi sebagai berikut :
"Langkah-langkah khusus yang semata-mata diamhi/ untok menjamin pemaj'uaii

ke/Qinpok Ias atau etnik etau perorangan atau kelompok perorangan yang

memerlukan perl^^dungan agar mereka dapat menikmatiatau meIaksanakan hak-
hak asasi inariusia dan kebebasan-kebebasan mendasar secara sederajat, tidak

dapat di^riggap suatu di^kriminasi rasial sepan/t^rig langkah~langkah tersebut
tidal< meinpunyai konsekuensi yang mengarah kepada bertan/'urnya hek-hek

telpisah bagi ke/Qinpok Iasialyang herbeda dan bahwa langkah-langkah tersebut
I^^ak dilan/'utkan setolah tu/'uannya telcapai"

Pasa! 4 Deklarasi Hak~Hak Menusia bagi yang beresal dari Bangsa atau Etnik, Againa.

dan Be hasa Minoritas menyatakan sebagai berikut:

"Negara hams mengambillangkah-langkah yang di^erlukan untuk memastil<an

bahwa orang-oreng yang termasuk da/am kelompok minoritas untok dapat



menialankan dengan penuh dan efekt^f hak-hak asasi inariusia dan kebebasan

mendasartanpa di^kriminasidan mendapat kesetaraan da/am hukum",

13. Bahwa secara geografis, keseluruhan Tanah Batai< di Propinsi Sumatera Utara dibagi

kedalam 7 (tujuh) wilayah suku kesatuan masyarakat hukum adat, yang terdiri dari:
: Suku Batak TobaWilayah Adatl

WilayahAdatll : Suku Batak Mandailing/Angkola

Suku NiasWilayah Adat 1/1

WilayahAdatlV : Suku Betak SImalungun

WilayahAdatV : Suku Betak Pakpak

WilayahAdatVl : Suku Melayu

Wilayah AdatVll : Suku Betak Karo

Sesuai dengan pembagian suku didaerah Sumatera Utara ..

11

Secara politis dan administratif suku asli propinsi Sumatera Utara adalah, wilayah Adat I,
Batak Kar0, 11. Batak SImalungun, 1/1. Batak Toba dan IV, Batak AngkolalMandai!ing di

Propinsi Sumatera Utara. ...............

.

Sesuai dengan pembagian wilayah masyarakat adat Sumatera Utara tersebut, Batak

Angkola/Mandailing terletak dibeberapa Daerah Kabupaten seperti: Kabupaten Tapanuli
Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Mendailing Netal, Kabupaten Padang

Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, yang semula adalah satu daerah yaitu

Kabupaten Tapanuli Seiatan, yang termasuk datam kesatuan masyarakat adat batak

Angko!a/Mandailing dengan motto "081ihan Natolu Opat Ganjil Lima Gonop (pengalihan
keri^a empatgan//11ina genap)..................................................,. Bukti P-14 dan P-4

Seteiah tenadi pemekaran dan torbentuKnya Kabupaten Padang Lawas secara otomatis
Kabupaten Padang Lawas termasuk daiam Keiompok masyarakat suku adat batak
Angkola/Mandailing, dan secara adat keturunan dari Marga Hasibuan, yang memegang
teguh kekuasaan OPPU Reja (Kepa/a Adaj) of Kabupaten Padang Lawas sering

digambarkan sebagai RAJA daiam SIdang adat masyarakat setempat untuk meruinus!<an
kebijakan-kebijakan untuk mengambil keputusan, dengan demikian Sesuai dengan
hukum Adat daerah padang lawas yang bisa menjadiI^. AJA (Kepala Adat) harus

keturunan dan marga Hasibuan deri Bagas Godang (Ruinah Adat). Sesuai sjisilah dan

peradaban urnmat inariusia OPPU Raja Hasibuan (Kepa/a Adaj) merupakan Qinpung
(Kakek) dan keturunan Manga Panggabean dan keturunan marga Panggabean adalah
Pahompu (CUGu) dari keturunan Manga Hasibuan yang merupakan Kepala Adat Desa

.Bukti P-14

,

.... Bu!<ti P-14. a

Tanjung Botung

yang urnumnya OPPU Raja (Kepa/a Adaj) of Kabupaten Padang Lawas yang tergolong
minoritas Suku Batak Angko!a/Mandaiiing.

Bukti P-6
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Pasa! 71 ayat (2) UU Nomor 22/2003 tentang kedudukan dan susunan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD yang berbunyi: " An990ta DPRD Kabupaten/Kota yang berha/angan

mengucapkan sumpah, 'anti belsama-sama sebagai'inaria dimaksud pada ayat (7)

mengucapkan sumpah4anj'I yang di^andu o1eh pimpinan DPI^D Kabupaten/Kota'I
Berdasarkan ketentuan daiam pasa1 71 ayat (2) UU Nomor 22/2003, bermakna adanya

anggota DPRD Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/ianjitidak bersamaan dengan

an990ta Partai Pornik peserta Pemilu. Sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan

Iumlah an990ta DPRD Kabupaten Padang Lawas dapat ditambah dari non Partai Potitik

peser!a Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang~undangan

13

Dengan demikian, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,

mengadili, memorus, dan menyatakan bahwa pemohon Ikutserta dalam keenggota
DPRD Kabupaten Padang Lawas periode tahun 2019-2024 beadasarkan Peraturan

Rerundang-undangan.

1/1. PENGUJIAN MATERllL

15. Pemohon memohon 1<epada Mahkamah Konstitusi untuK menguji norma materi inuatan

daiam pasal I angka 2 dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 adalah tidak

beTientangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasa1 18B ayat (2),

pasa1 27 ayat (3), pasa1 28C ayat(2), Pasa1 28H ayat (2), dan Pasa1 281 ayat (4) bagian
dari UUD 1945.

*

Norma Undang-Undang dalem Pasali angka 2 UU Nomor 38/2007 betounyi: " Daerah

otonom, se/an/'utnya disebut Deerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

meinpunyai betas-batas wi/ayah yang berulenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut PIakarsa sendi/I
herdasarkan aspirasimasyarakat daiam SIStem Negara Kesatuan Repub/Ik Indonesia ".

Norma UUD re45 yaitu Pasa1 18B ayat(2), Pasa1 27 ayet (3), Pasa1 28C ayat (2), Pasal

28H ayat(2), dan Pasa! 281 ayat(4) UUD 1945:

a. Norma pasalf8B ayat(2) dan pasa1 27 ayat(3) UUD 1945 yang berbunyi:

" Pengakuan dan penghormatan Negara atas kesatuan masyarakat hukum adat
beseita hak-hak tradi^ionalnya, karena seti^p warga negara wa/b I'kut selfa meinbela

negara".

b. Norma pasa1 28C ayat(2), pasa1 28H ayat (2), dan pasa1 281 ayat (4) UUD 1945 yang
berbunyi: " set^^p oreng berhak memai'ukan dih'nya delam meinpejuangkan heknya

of berikan kernudahan danuntok meinbangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;



perlakuan khusus untok meinperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
dan keadi7an; diberikan penhdungan, pemaj'uan, penegakan,mencapai persamaan

dan pemenuhan hak asasi inariusia adalah tanggung 1'8wab negara terutama
pemerintah".

16. Behwa norma hukum yang termuat daiam Pasa14 angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut
merupakan norma hukum yang sangat jelas sebagaimana ditegaskan daiam Pasail
angka 2 UU Nomor 38/2007, yang bemyenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat adalah inisiatif dinsendiri( orang
asli) Daerah Padang Lawas sesuai aspirasi masyarakat pasal I angka 2 seiengkapnya
berbunyi sebagai berikut : "Deerah tonom, selan/'urnya d}^ebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang meinpunyai batas-batas wilayah yang belvvenang mengaturdan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentihgan masyarakat setompat menurutprakarsa
sendiri bel'dasarl<an asp^resi masyarakat daiam SIStem Negara Kesatuan Republik
Indonesia". Maka ketentuan Pasall angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut sudah Iengkap

dan terperinci, karena Pasal I angKa 2 UU Nomor 38/2007 tersebut meinuat frosa
"1<esatuan masyarakat yang bemyenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan masyarakat setompatmenurutpral<arsa sendi/Iberdasarkan asp^rasimasyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan Pasal~pasal Konstitusitersebut seialan dengan
penjelasan I. urnum paragrap 7 UU Nomor 38/2007 yang merupakan satu kesatuan yang
harmonis. 01eh karena harmonisasitersebutterdapat daiam UU Nomor 38/2007, adalah

menjaditugas mehkamah Konstitusi untuk meIakukan pengujjan meIaL!jinterpretasi

14

,

17. Bahwa landasan fitosofis (f^Tosoi7sche 910nds/ag) dibentuKnya UU Nomor 38 Tahun 2007

tersebut mengandung pengal<uan terkait dengan kondisi faktual Kabupaten Padang
Lawas sebelum berlakunya UU Nomor 38/2007 dan pengakuan komitmen tersebut

termuat pada Konsiderans bagian menimbang huruf a, b, dan c UU Nomor 38/2007 yang

berbunyi:

a. Bahwa untuk memacu perkembangan dan kernajuan propinsi sumatera utara pada

urnumnya dan kabupaten tapenuli selatan pada khusunya, serta adanya aspirasi

yang berkembang daiam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyeienggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna meinpercepat

tonyLijudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Bahwa dengan meinperhatikan kernampuan ekonomi, potensi daerah, Iuas wilayah,

kependudukan dan perilmbangan aspek SOSia! polltik, SOSial budaya, pertahanan dan
keamanan serta meningkatnya beban tugas dan volume keria daiam bideng

pemerintahan, pembangunan, dan kernasyarakatan chi<abupaten tapanuli se!etan,

perlu dilakukan pembentukan kabupaten padang lawas of wilayah propinsi Sumatera
Utara.



c. Bahwa pembentukan kabupaten padang lawas diharapkan akan dapat mendorong
perilngkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kernasyarakatan, serta dapat memberikan kernampuan daiam pemanfaatan potensi
daerah.

Landasan SOSi0!o91s(SOSi/o91sche grondslag) dan UU Nomor 38/2007 tercantum pada
konsiderans bagian menimbang huruf c yang berbunyi:

"Bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas dinerapkan akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan daiam bideng pemerintahan, pembangunan,

dan kernasyarakat, selfa dapat memberIkan kernampuan daiam pemanfaatan
potensidaerah'I

Dengan demikian, ditinjau darilandasan SOSiologis pembentukan UU Nomor 38/2007
tersebut, diharapkan dapat meningkat!<an pelayanan pemerintahan, pembangunan dan
kernasyarakatan serta pemanfaatan potensi deerah, merupakan suatu tindakan affirmatif
(affi/mat^^e action) sebagaijalan keluar dan permasa!ahan masyarakat Padang Lawas
alas keteitinggalannya of betoagai bidang. Helmi sesuai dengan semangat dan 11wa
dibentuknya UU Nomor 38/2007 yang tergambar dengan jeias dalam penjelasan bagian
I. Urnum paragraph 6 yang berbunyi:

"Dengan telbentuknya Kabupaten Padang Lawas sebagai deerah of onom,
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bentewa/ban meinbantu dan meini^siftasi
techentuknya Kelembagaan DPRD dan perangkat Daerah yang efisien dan efok\
sesuai dengan kebutuhan dan kernampuan, serta meinbantu dan meinfasil^Iasi
pem!'ridehan personi/, pengali17an aset dan dokumen untok kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan deemh daiam rangka mengkaitl<an pelayanan publik
dan meinpercepat tent/u/'udnya kesejahteraan masyarakat of /<abupaten Padang
Lawas".

15

,

Sesuai penjelasan urnum tersebut diatas, sudah sewajamyaiah Mahkamah Konstitusi
sebagai Pengawal Konstitusi (the gaurdran of the constitution) set<ajigus sebagai penafsir
akhir secara yudisial torhadap UUD 1945 (the lastj'udibalinterpreter of constitution),

berkenan memberikan pertimbangan hukum yang diatur datam UU Nomor 38/2007.

Bechubung peraturan daerah (Perda) tersebut sampai dengan saatini belum terbentuk

untuk mengaturnya, inaka mengeiuarkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatLir

mengenai keikutsertaan pemohon daiam keenggota DPRD Kabupaten Padang Lawas
dan untuk seianjutnya mengikuti Peraturan Perundang-undangan.

Landasan politis dari UU Nomor 38/2007 termuat pada konsiderans bagian menimbang

huruf b, yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa dengan meinperhatil<an kernampuan ekonomi, potensi daerah, Iuas wilayah,

kependudukan dan pert^^bangan aspek SOSialpolitik SOSial budaya pertahanan dan



keamanan serta meningkatnya beban tugas dan volume kena dalam bidang

pemerintahan, pembangunan, dan 1<emasyarakatan of Kabupaten Tapanu/I Se/atan,
perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Padang Lawas of will'layah Propinsi
Sumatera Utara".

Merujuk pada landasan pornis dari UU Nomor 38/2007 tersebut diatas, frasa delam
Pasal I angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut adalah tidak bertentangan dengan

landasan politis, sehingga sudah seharusnyalah Mahkamah Konstitusi berperan untuk
mengusahakan UUD 1945 Fungsional diantaranya Fungsi Nasionalitis atau
pengintegrasi (meme!Ihai. 61 resa riasionafisme, Iasa persatuan dan meIupakan Identitas
riasionaly.

16

18. Bahwa menurut ketentuan Pasa1 5 UU Nomor 42 tohun 2011 yang berbunyi:

Daiam meinbentok Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan beadasarkan

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang~undangan yang baik, yang metiputi
a. Kejelasan tujuan;

b. Ke!embagaan etau pelabat pembentuk yang tepat;

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi inuatan;

d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasi!gunaan;

f. Kejelasan ruinusan; dan

Keterbukaan.g.

Seianjutnya pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu juga harus me!iputi
landasan inOSofis (f^Tosofi^che 910ngslag), landasan SOSi0/o91s ($001010gische 910ndslag),

landasan yuridis (rechtgrond) dan landasan politis, ek0!o9is, medis, ekonomis, sesuai

dengan jenis atau objel< yang dialur o1eh PeratLiran Perundang~undangan.

,

Berdasarkan asas-asas dan landasan tersebut diatas, inaka ketentuan pasal, angka 2

UU Nomor 38/2007 sepanjang frasa "beadasarkan Peraturan Perundang~undngan",

tersebut tidek beF1entangan dengan asas kejelasan tojuan, asas kesesuaian antara

Ienis, hierarki, dan materi inuatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas

kejelasan rumusan, serta landasan filosofis, landasan SOSiologis, dan landasan polltis.

19. Bahwa o1eh karena ketentuan Pasal I angka 2 UU Nomor 38/2007 seialan dan tidek

bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang sena dengan landasan

MOSofis, SOSiologis dan polltis, serta Norma yang termuat datam Pasal I angka 2 UU

Nomor 38/2007 tersebut juga seialan dan tidak bertentangan dengan asas kejelasan

tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materI inuatan, asas 1<edayagunaan

dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan ruinusan sena tidak bertentangan dengan (i)



hak untuk turut berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara; (ii) hak untuk memaiukan

dirtnya daiam meinperluangkan haknya secara kolektif; (Iii) hak untuk mendapat
kernudahan dan perlakuan khusus untuk meinperoleh kesempatan dan inarifaat yang

sama, seita (iv) kewajiban negara, terutama pemerintah untuk memberikan

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi inariusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 27 ayat (3), Pasa1 28C ayat (2), pasa1 28H ayat

(2), dan pasa1 281 ayat(4) UUD 1945.

20. Bahwa ketentuan pasal, angka 2 UU Nomor 38/2007 sepanjang frasa "beadasarkan

perlaturan perundang-undangan"tersebut adalah seialan dan tidak bertentangan dengan

Pasa1 18B ayat(2), Pasa1 27 ayat(3), Pasa1 28C ayat(2), Pasa1 28H ayat(2), dan Pasal

281 ayat(4) UUD *945 sala tidak mein punyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa norma hukum daiam Pasal* angka 2 UU Nomor

38/2007 sepanjang frasa, adalah tidak beltentangan dengan Pasa1 18B ayat (2), Pasal

27 ayat(3), Pasa1 28C ayat(2), Pasa1 28H ayat(2), dan Pasa1 281 ayat(4) UUD 4945.
IV, PEnTUM

Maka Sesuai dengan hal-haltersebut dialas, pemohon memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untok memeriksa dan meinutus permohonan a quo, yang amamya betounyi

sebagai berikut:

I, Mengabulkan Permohonan Reinohon untuk se!uruhnya.

2. Menyatakan Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4754), sepanjang frasa, adalah tidak bertentangan dengan UUD t945

Pasa1 18B ayat (2), Pasa1 27 ayat (3), Pasa1 28C ayat (2), Pasa1 28H ayat (2), dan Pasal

281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara

bersyarat (conditionally uriconstitutional);

3. Menyatakan Pasall angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 (Lembaga Negara

Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4754) sepanjang frasa, tidak meinpuyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Atau apabi!a Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, inohon putusan yang seadil-adjlnya (ex

aequo at bono)
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*

.
Sibuhuan, 27 desember 2049

Hormat saya, pemohon

(ALAMSYAH PANGGABEAN)


